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TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAN GAN
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KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa visi, misi dan program kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda
Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama 4
(empat) tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditegaskan Renstra Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
Rancangan RKPD;



Mengingat

2)

3)

4)

9)

6)

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan keputusan
mengenai Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt)} Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Lembaran Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



7)

8)

9)

10}

11)

12)

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Tahun 2022;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK)
Kota Banda Aceh 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun
2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2018 Nomor 2);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

13) Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
sebagai dokumen perencanaan selama 4 (empat) tahun
sejak tahun 2023-2026.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan

perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

AHLUNA POLEM, S.Sos, M.Si
Pembima Utarmla Muda
NIP. 19690911 199003 1 006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunianya
Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan
dengan baik,

Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan di capai beserta strategis dan
kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama
periode Tahun 2023-2026. Renstra ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Nompr 70
tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 terdiri dari pendahuluan,
gambaran pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh, permasalahan dan isu strategis BKPSDM
Kota Banda Aceh, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan
kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Renstra ini
akan menjadi sistim kendali dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan
kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja
(Renja).

Dengan adanya Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini diharapkan
dapat menjadi acuan bagi BKPSDM Kota Banda Aceh dan seluruh stakeholder terkait untuk
mampu memberikan inspirasi positif dalam pelaksanaan pembangunan BKPSDM Kota Banda
Aceh.

2022

KEPEGAWAIAN DAN
AN SUMB?R DAYA MANUSHA

Pénbina Utanja Muda
(P.19690911 199003 1 006
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BAB
PENDAMULUAN

tofs Latar Belahkang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
mengamanathan bahwa Peranghkat Daerah menyusun Rencana strategis (Renstra)
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan
Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPIMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSOM) Kota Banda Aceh menyusun Rancangan Renstra
BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh
memucat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh yang disusun berpedoman pada
RPIMD Tahun 2017-2022. Berhubung RPIMD Kota Banda Aceh berakhir pada
Tahun 2022 seiring dengan berakhimya masa jabatan Walikota, maka sesuai
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 penyusunan Renstra BKPSDM Kota
Banda Aceh berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun

2023-2026.



Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra
BKPSDM Kota Banda Aceh disusun dengan memperhatikan: 1) Penyelarasan
program prioritas nasional dalam RPIMN Tahun 2020-2024; 2) Evaluasi hasil
capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasit Renstra BKPSDM melalui Renja BKPSDM
Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2021; 3) Evaluas keluaran (output) dari
kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 202t 4) lsu-isu strategis yang terkait
dengan urusan dan tugas pokok BKPSDM Kota Banda Aceh: 5) Kebijakan nasional:
6) Regulasi yang berlaku dan 7) Saran dan masukan dari stakeholder
pembangunan daerah.  Penyelarasan tersebut diperlukan agar program
pembangunan pada Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh selaras dengan program
pembangunan di tingkat Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan pembangunan
nasional di tingkat pusat untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional,

1e2. Landasan Hubum

Landasan hukum penyusunan Renstra BKPSOM Kota Banda Aceh Tohun
2023-2026 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

w

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentong Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-202s;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangha Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengoh Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validosi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah;

10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerch Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

il Peraturan Gubemur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentong Rencana
Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota (RPIPK) Kota Banda Aceh 2007-2027:

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

14. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi,
Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Banda Aceh;

15, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026:



te3e Mabhsud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026
dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan BKPSDM Kota Banda
Aceh untuk periode 4 (empat) tahun.

Tujuan penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026
adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegictan BKPSDM Kota Banda

Aceh Tahun 2023-2026.

2. Sebagai pedoman bagi BKPSDM dalam menyusun Renja BKPSDM Kota Banda

Aceh;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Renstra dan
Renja BKPSDM Kota Banda Aceh:

4. Sebagai acuan bagi pemangku peran (stakeholder) BKPSDM Kota Banda Aceh
dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur:

tdes Sistimatiha Ponulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021,
sistematika penulisan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah

sebagai berikut:

BAB| PENDAHULUAN

Bab ini menjeloskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-

2026,



1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun
2023-2026, proses penyusunan Renstra, keterkaitan antara Renstra BKPSDM Kota
Banda Aceh dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja BKPSDM

Kota Banda Aceh.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang strultur organisasi, tugas dan
fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh, serta pedoman vang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran BKPSDM Kota Banda Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKPSDM Kota Banda

Aceh Tahun 2023-2026 serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII CGAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur BKPSDM Kota Banda Aceh;
sumber daya BKPSDM Kota Banda Aceh: kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda
Aceh; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPSDM Kota Banda

Aceh.

21.  Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM Kota Banda Aceh

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BKPSDM

Kota Banda Aceh, struktur organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh, serta urdgian tugas



dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BKPSDM Kota Banda Aceh.
Urdian tentang struktur organisasi BKSPDM ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BKPSDM Kota Banda Aceh (proses,

prosedur, mekanisme),

22. Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
BKPSDM Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha vang masih operasional.

23. Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Bagion ini menunjukkan tingkat capaian kinerjo BKPSDM Kota Banda Aceh
berdasarkan sasaran/target Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh periode Tahun
2017-2022 menurut indikator kinerjo BKPSDM Kota Banda Aceh dan indikator

lainnya.

24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kota Banda

Aceh

Bagian ini mengemukakan hasil analisis tethadap Renstra K/L dan Renstra
BPSDM Aceh dan BKD Aceh yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang
bagi pengembangan pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh pacda Empat tahun
mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.

BABHI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM KOTA BANDA ACEH

31 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BKPSDM Kota Banda Aceh



Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

BKPSDM Kota Banda Aceh heserta faktor-faktor yang mempengaruhinya,

32. Telaahan Renstra H/L dan Renstra BKD Aceh

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BKD Aceh.

3.3. Penentuan lsu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKPSDM Keta
Banda Aceh yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Banda
Aceh.

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuon dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Banda Aceh

Pada bagian ini dikemukakan rumusan permyotaan tujuan dan sasaran
jongka menengah BKPSDM Kota Banda Aceh.

BABV  STRATEG! DAN ARAH KEBJAKAN

Pada bagian ini dikemukakon rumusan pemyataan strategi dan arah
kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh dalam empat tahun mendatang.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif,



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BKPSDM vang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPSDM Kota Banda Aceh
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026,

BAB VIl PENUTUP



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM HOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Keta Banda Aceh

2.1 Tugeas
Menindaklanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh,
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64
Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan
Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tugas
BKPSDM Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi

kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2+1.2 Fangsi
Adapun fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal

Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijaokan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

b, Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan;

¢. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang kepegawaian, pepdidihan dan pelatihan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintchan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

dan
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e. Pelaksanaon fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya BKPSDM Kota Banda Aceh
mempunyai Rewenangan:
a. Menyusun  dan  mengembangkan program kerja pelaksanaan

pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

¢ Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN):

d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;

e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiaphan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir
Aparat Sipil Negaro;

f. Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;

9. Mengumpuikan bahan  pelaksanaan  ujian  dinas, pemberian
penghargaan dan tanda jasc;

h. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan;

i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan
pelatihan;

i Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan karir ASN; dan

k. Mengadakan konsultasi dan pembinaan  teknis penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan,

1I-2



2:.1.3 Steultur Orvganisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja
BKPSDM Kota Banda Aceh terdiri dari:

t. Hepala Badan
Kepala Badan mempunyai  tugas membantu Walikota

melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatiban yang menjadi kewenangan kota dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan
tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan
ketatausahaan badan, penyusunan program jongka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan

administrasi badan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Schretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

pengelolaan urusan  administrasi, keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan

peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penvelenggaraan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

BKPSDM Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi,
pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi di linghungan BKPSDM:
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. Peloksanaan  pengelolaan  urusan  administrasi,  keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan tata ilaksana, kearsipan, umum,
perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum: dan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi

di lingkungan BKPSDM.

. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerjia

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinetjo mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang  urusan

pemerintahan  kepegawdian, pendidikan dan pelatihan dibidang

pengadaan, pemberhentian dan kinerjo.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhention

dan Kinerja mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja

bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan
penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaon dan fasilitasi
lembaga profesi ASN;

. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas
kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhention dan penilaian kinerja
aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN
sesuai dengan lingkup tugasnya;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan,
pengadaan ASN, pemberhention dan penilaian kinerja aparatur,
pemberian penghargaon dan fasilitasi iembaga profesi ASN sesuai

dengan lingkup tugasnyo;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN,

pemberhentian dan penilaian kinerja  aparatur, pemberian
penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup

tugosnya;
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e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas
kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja
aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN
sesuai dengan lingkup tugasnyo:dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya,

4. Bidang Mutasi, Promoii dan Informasi
Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai  tugas

membantu Kepala Badan dalom melaksanakan bidang urusan

pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi,

promesi dan informasi.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi
mempunyai fungsi:

a. Penviapan bahan penyusunan program kerja dan rencana hkerja
bidang mutasi, promosi, kepongkatan, data dan informasi
hepegawaian;

b. Penyiapan hahan  penyusunan  perumusan mutasi,  promosi,
kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup
tugasnya;

¢. Penviapan hahan pelaksanaan kebijokan bidang mutasi, promosi,
kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijokan bidang mutasi, promosi, kepanghkatan, data
dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi,
promosi, kepangkatan, dota dan informasi kepegawaian sesuaqi

dengan lingkup tugasnya; dan
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f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan loin yong diberikan  oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya,

S. Bidang Pengembangan Kempetensi dan Disiplin Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin  Aparatur

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

bidang urusan pemerintahan kepegawdaian, pendidikan dan pelatihan di

bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur,

Untuk  melaksanakan  tugasnya, Bidang Pengembangan

Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program ketja dan rencana kerja
bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan
pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan
fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan
kesejahteraan aparatur;

b. Penyiopan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan
pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabotan
fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan
kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnyo;

¢. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan
pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan karier, pengembangan dolom jabatan fungsional,
sertifikasi sesual bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan
aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan
kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier,

pengembangan dalam jabotan fungsional, sertifikasi sesuai bidang
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keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Helompok Jabatan Pungsional Tertentu
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaon Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabtan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyetaraan
Jabatan Pengawas Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional lenjang Ahli

Muda.,

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Berikut ini jabatan fungsional tertentu pada BKPSDM Kota Banda Aceh:

o Widyaiswara

o Analis Kepegawaian

o Perencana Ahli Muda

o Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda

o Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

2.2, Sumber Daya Aparatur BHPSDM
Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk

peningkatan kinerja. Kondisi pegawai BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun
2022 sebanyak 57 orang PNS dan Non PNS sebanyak 9 orang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

doan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 202t tentang
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Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka

jabatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama : 1orang
2. Jabatan Administrator : 4 orang
3. Jabatan Pengawas : 1orang
4. Jabatan Fungsional Tertentu : 13 orang
5. Jabatan Pelaksana : 38 orang

Klasifikasi Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dilihat

pada pada diagram berikut ini:

Gambar 2.1
Kompesisi PN$ berdasarkan Panghkat/ Golongan Ruang

Kondisi Desember 2021

45

/

5

Golongan 11 Golongan I Golongan vV

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021
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Gambar 2.2
Kempesisi PN berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Kondisi Desember 2021

57,14%
42,86%
i tng
0,00%
6 8
PIM 1l PIM 111 PIM IV

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021

Gambar 2.3
Komposisi PN$ berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kondisi Desember 2021

*SLTA = Diplomal = Diplomalll =DI/$1 w52

Sumber : BRKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di
Tahun 2022, BKPSDM Kota Banda Aceh telah memiliki aset seperti yang

dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 2.1
Buku Inventaris BKPSDM Kota Banda Acch

AC

1 38 = 38
2 | Pompa Air 5 = 5
3 | Papan Nama SKPD 32 - 32
4 | Telepon 1 - 1
5 | KursiPutar 53 - 53
6 | Kursi Tamu/Sofa 2 - 2
7 | Kursi Biru 216 20 196
8 Kursi Kayu 2 - Z
9 | Komputer 81 - 81
10 | Ripas angin 2 - 2
1 cctv 17 & 17
12 | Meja Komputer 20 - 20
13 | Meja % biro 45 - 45
14 | Lampu kristal 2 = 2
15 | Lampu Antik 3 - 3
16 Radio 2 - 2
17 | Pengering tangan 4 - 4
18 | Water Tank 1 - 1
19 | Hard drive 8 - 8
20 | Router/Hup 31 - 31
21 | Pointer 2 - 2
22 | Focus Projection Screen 5 - 5
23 | Kursi Susun 37 - 37
24 | Vertical Blind 30 - 30
25 | Lemari Buku/Arsip 17 - 17
26 | Papan Flipchart 9 - 9
27 | Alat perekam 2 - 2
28 | TOA 3 - 3
29 | Kendaraan Roda 4 2 - 2
30 | Kendaraan Roda 2 7 - 7
31 | Kursi Belajar 67 - 67
32 | Printer 49 3 6
33 | Sarung kursi 50 - 50
34 | UPS 55 - 55
35 | Rak server/gantung 4 - 4
36 | Proyektor 5 - 5
37 | White board 6 - 6
38 | Kamera 5 - 5
39 | Scanner 14 - 14
40 | Notebook 10 3 10
41 | stabilizer 1 - 1
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43 | Sound System 1 - 1

44 | Podium - 1 & 1

45 Kontainer 24 = 24

46 | Brankas 1 - 1

47 | Mesin Penghisap Debu 1 - 1

48 | Alat penajring udara 1 - 1

49 | Tangki Air 1 - 1

50 | Water Boiler 2 - 2

51 | Meja sice 3 B 3 J

Sumber: KIB BKPSDM Kota Banda Aceh Tabun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Keota Banda Aceh
Kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas dan

fungsinya adalah menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan di lingkungan Pemerintah BKPSDM Kota Banda Aceh yang

meliputi:

1. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai;

g

Pengadaan dan seleksi calon pegawai:

w

Pemindahan/mutasi pegawai;

4. Pengurusan tugas belajar:

wn

. Penilaian/pengujian (assessment) dalam rangka deskripsi  kompetensi

pegawai;

(=)}

. Pengurusan administrasi kenaikan pangkat pegawai;

=

Pengurusan administrasi ujian dinas dan ujian penyesuain ijazah;
8. Pemberian penghargaan dan sanksi hukuman disipling

9. Pengurusan administrasi cuti dan pensiun pegawai.
10.Pelaksanaan Bimtek bagi ASN

it. Pelaksanaan Diklat Struktural, Mangjerial, dan Fungsional
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Selain itu, dalom rangka peningkatan kinerja dan kepastion
penyelesaion pelayanan adminstrasi kepegawaian BKPSDM Kota Banda
Aceh telah mampu menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) sesuai
dengon Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 69 Tahun 2010 tentang
Pedoman/ Standard Operating Procedure (SOP) pada BKPSDM Kota Banda
Aceh,

BKPSDM Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi kepegawaian serta peningkatan integritas aparcatur
yang profesional untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam
pelayanan kepegawaian dengan menciptakan sistemn pelayanan adminstrasi
kepegawaian melalui satu pintu (Loket) sehingga diharapkan akan

terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat.

Tabel 2.3 menyajikan pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota
Banda Aceh, dan tabel 2.4 menyajikan anggaran dan realisasi pendanaan
Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Keta Banda Acch

Indikater
Kinerja
sesuai Tugas
dan Pungsi
Peranghat

Target
NSPH

Target
IHK

Target
Indihator
Lainnya

Target Renstra Peranghat
Deaerah Tahan ke~

Realisasi Capaian Tahun ke~

Rasio Capaian pada Tahun ke~

2020

2821

ZG32%

2021

2021

2

7

&

 J

re

Hi )

-4

2

18

19

20

Persentase
ASN yang
mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan
Formal

20%

70%

71%

71%

71%

17,94%

70%

97.83%

4.23%

89,7%

100%

137,79%

5,96%

Persentase
Kenaikan
Panghkat ASN
Tepat Waktu

96%

96%

97%

97%

97%

98,36%

96%

94,60%

98,19

102,46%

100%

97,53%

101,23%

Persentase
Updating
Data
Kepegawaian

73%

75%

77%

79%

80%

73%

75%

72%

79%

100%

100%

93.50%

100%

Jumlah
Penurunan
Kasus-kasus
Pelanggaran
Disiplin

32

19

19

13

66,67%

52%

32%

36,84

Persentase
Administrator
dan
Pengawas
yang
memenuhi
Standar
Kompetensi
(Assesment)

15%

23%

23%

23%

23%

0%

15%

20,03%

21.42%

0%

65.22%

87.09%

93,13%

Persentase
Penempatan
PNS sesuai
dengan
Analisis Jabatan

82%

82%

85%

85%

85%

0%

82%

99,5%

85,29%

0%

100%

117,06%

100,34%
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Berdasarkan analisis yang teloh dilakukan terhadap indikator kinerja

BKPSDM Kota Banda Aceh, dapat diketahui bahwa:

a. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat simpulkan bahwa tahun
2021 indikator sasaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal
tersebut dikarenakan masih terjadinya pandemi Covid-19 sehingga terjadinya
refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.
b. Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu
Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat simpulkan bahwa dari
tahun 2018 5.d 2021 indikator sasaran persentase kenaikan pangkat ASN tepat
waktu telah melampaui target, Haf tersebut disebabhan jumiah pengojuan
berkas yang tidek memenuhi syared (TMS) kenaikan panghkat ke BKN

sangat kecil. Hal ini terjadi sebagai hasil upaya BKPSDM Kota Banda Aceh
dalam melakukan sosialiasasi kepada OPD secara optimal terkait persyaratan
berkas usulan kenaikan pangkat yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
oleh BKN. Terdapat 3 macam berkas yang biasanya menjadi berkas TMS
vaitu: SKP, Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan Penilaian Angka Kredit (PAK).
¢ Penentase Updating Data Kepegawaian
Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat simpulkan bahwa dari
tahun 2018 s.d 2021 indikator sasaran Persentase Updating Data Kepegawaian
telah mencapai target. Hal ini disebabkan karena tingginya kesadaran PNS
dalam mengupdate data pribadi di MySAPK dan Simpeg.
d. Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat simpulkan bahwa dari
tahun 2018 s.d 2021 indikator sasaran Penurunan kasus-kesus pelanggaran
disiplin dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.3 terjadinya
penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN baik itu pelanggaran yang bersifat
ringan dan sedang. Penyebabnya sebagian besar OPD telah melaksanakan

pembinaan mandiri terhadap PNS vang indisipliner di lingkungan kerjanya,
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e. Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar
Kompetensi (Assesment)
Dari perbandingan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa, capaian
kinerja tahun 2019 teich mencapai target, sedangkan tahun 2020 s.d 2021
capaian indikator sasaran tidak mencapai target dikarenakan adanya

refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid -19,

f. Persentase Penempatan PNS Sesuai dengan Analisis Jabatan
Dari perbandingan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa, capaian
kinerja tahun 2019 s.d 202t telah melampaui target. Hal ini disehabkan
pelaksanaan kegiatan penempatan pegawai pada Pemerintah Kota Banda
Aceh tahun 2019 s.d 2021 sudah sesuai dengan formasi yang telah ditetaphan
oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, dimana
ustlan kebutuhan dan pengadaan ASN diisi berdasarkan jumlah PNS yang

tefah memesuki Batas Usia Pensiun (BUP), mutasi dan meninggal dunio,
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Yabel 2.3.a,

Anggearan dan Realisasi Pendenaan Peiayanan BHPSDM Kota Banda Acch

Pratun Angparan pade Taban Reatink Avggaran peda Yoban Raits autare "“"“"“w"“ Avggman¥abon | o o sato Postumbuban
) a0 2010 2020 2015 2010 2030 22 2019 2020 Anggaran Reattics
' Y > a 3 ° 7 2 ° ) 1" )
Belonje Lanpiany
Progrom Patoyanan Adminkteay)
LENLO5.006 1,375.003.005 .
Perbantoran 140,273,000 1L400.236.650 L8M.001362 msa msc a1,08 5,00% “a,50%
Peryadio Jasa K ibrast, SOA & Listrik 500680000 630.7.000 662,249,700 SN4ISE Q48.416.018 150,240,980 5.3 nio 5440 5006 =20.60%
Ponysdioan kna Hobonihan Kantor 10.25.600 10.726.380 11.262.699 11,380,600 13.120.500 19.801.700 o 2232 nsar 5,00% £,75%
Penyodiaan Alat Tulis Kantor 84412300 B8.632.915 93.064.56) 105,155,300 B7.631.300 89.587.160 12457 28,88 9626 5,00% 230%
:”"m&‘n rang Cotah dan P2491.000 PIINESEO 0LOTLI28 5602000 NB.962850 102137950 fas9 2250 100,73 5.00% -5,T3%
[ Y Ty ("3 Fans e i 1
Litriblpansrangon Bongimarn dan 12208100 12519505 12,459,430 11929.200 .509.044 12208100 .62 1319 80,70 5,00% -25,39%
Penyediaan Makanan dan Minuman 139,636,000 136,617.800 152,948,690 121.808000 3,368,000 125.924.000 8130 63,68 81,80 5.00% 163%
mm“ Hoardinaul dan komuttast bo 313.000.000 320,750,000 247.267.500 746.612.238 SRERI 124.597.910 237,02 m833 3590 5,00% -50,08%
Pnnyodb::u l:m Po'l;w 2.700.000 3.885.000 4079.150 700,600 o ] 100.00 ] ] 5,00% ~100,00%
:‘mu’;‘::;‘::‘l“ "“rx‘“"’ 160.930.000 158.576.500 m.425.028 177.3aL06 S04 539561209 no.20 309,19 3041 5.00% 74,9%
Pregram Poeivgbatan tayara dan
p A . TB.2rY000 226,941,857 sor . 40297510 288905753 342.500.204 By 100,63 we,ve 5,004 5,800
Pengadacm Poralatan Codung Hantor - - |. 105.900.000 10.610.000 366.190.000 200,0 200,0 200,0 0.00% 88,95%
m:g"“w' Rutiniberkala godung 190.529.000 200054450 210.088.225 194.895.000 9.500.000 165,322,800 0229 a1s 50,14 8,00% 26,49%
p"m ""‘,“Em mm“" Borhoda K 55,700,000 58.485.000 6L409.250 61499510 5695160 85.044.464 a1 01,09 a0 5,00% -4.62%
2:‘;&"?{::'"""“"’ Borkale Poralatan 27.090.065 28401417 9821488 54.950.000 ) 38.140.000 21054 39390 83 8.00% ~21.45%
" Program Peningbuian Diipiin .
a - FTO30.000 soaarso0 | o 22230000 ° 48,700,000 o0 ° 104,45 5,00% 12,64%
:ﬁl‘“‘" Pabaion Dinan beserta 37.950.000 39.842.500 A8I98TS 33.250.000 ° 43,100,000 052 o 04,48 5.00% 164%
Pregram Peninpboten Hoparitas i
Srmber Bayo Apareny 0,000,000 sas00000 | o 26,230,000 20,000,300 ° 38,30 8,23 ° 5.00% “I00,00%
Pendidiben dan Pelatihan Formal 50.000.000 52500.000 15,000 26.950.000 20.066.500 o 5370 28,22 o 5,00% -100,00%
Prograi Peninghaton Hopayitas
446,205,000
Srnibos Deow b p 640001000 670.400.050 665,091,033 1147300 10734 150,81 204,84 5.00% as9%
m&"gg m:-n Frojabaten 11.550.000 149,047,500 B56.499.875 18,840,600 LO17.437.800 1446.208.000 03,72 682,63 02400 8.00% 248.85%
:“th“"‘ Polatihan Strobturel bag) 458.43L000 523382850 549.5208 3623591375 o ° nm o ° 5.00% -100,00%
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Raiio antara Reotiiod dan Anggoran Tohun

Urctan Anggaran pada Taben Realbsast Aoggaran pude Tobon o Reta-rotc Petumbobon

) 2048 2010 2020 a0 a0e 2020 2018 2090 2020 Avggmran Roolisan
3 a s a 5 ° Y . o 10 " 12

m&’:’m‘m £40:63,000 072400.050 : 6s6.001.975 107,482,800 1440,205,000 102,18 151,00 208,04 s,00% B0%
m‘m:"‘“; m'“‘" Prajchatan 141950.000 149,047,500 86,409,875 10,540,600 1011.431.500 L446.205.000 g2 6268 924,00 5,00% 240,85%
Pandidlhan dan Plativn Sinuktoral bao P 33382580 49520178 S6%.281375 o o ) ° ° 5.00% +100,00%
Program mﬂm 1342.410.000 1.5313809.050 2.350.210.250 $.274.900.000 2AOTIOLYED o A% 7om m—" a8,20% n30%
Solabi Penerimaan Colon PNS 96,650,000 94,425,000 9946250 480.210.000 444.760.000 735.469.980 w5 anez 24180 19% 20.76%
:‘&“‘;;"oim o strasl Honalkan 21600000 21050.000 22102500 £8500.000 §9.350.000 120:550,000 200,87 420,47 4541 ~18.59% 2.66%
B nanis sngembungan Shtem 16.450.000 28350.000 20.761.500 16300000 $0.950,000 1500.000 9,09 MO 820 3452% -22.17%
:;smum Instrurnon Anafish Jabatan 20.350.000 38.362.500 . SEM2.S00 SLBD0.000 o 245712 8., 0 ~100,00% ~100,00%
mm Penghargaan bagl PNS yang 101100000 112.575.000 18.200750 101L600.000 B50.600.000 162.100.000 100,29 B8 637,14 0.13% 26,31
;’P“" p""‘“‘m::n";'& - Keous 31.650.000 31.670.000 33.353800 30.570.000 092500 82862500 96,59 272 2498 250% 64.64%
pombartan Bantuan Tugas Selajar dan 252600.000 M142050 0.930.098 665.205.750 1485.600.000 $06.202.000 =3n 199,63 158,31 2260 “361%
2?&%%&&:3 201200000 162550.000 170.677.500 ©27.001500 9222500 49,350,000 6130 3680 20.94 -9.24% -64%
Monitering, Evaluasi don Pelap 21880.000 164125.000 m2an.20 72.230.000 126.546.000 £5.000.000 35,7 0 5108 w29% 10,305
Reninglaten angalotaan Admink 3150.000 32.730.000 40,687,500 34.750.000 $3.990.000 1307500 9384 19,33 5,26 a55% a.25%
Solaksl dan Rekruitmen Tenaga 169.444.000 151732.000 165,612,600 234050500 96.060.000 95.670.000 18,13 6090 17 1M% ~36.07%
Rombinagn dan Peninphatan Kapeas #5000 107.037.500 12.209.7 24.425.000 $9.500.000 ° 2001 55,96 0 14,90% -100,00%
Polaksancan Proses Solabsl jabotan mMB0.000 #2970.000 317.6W500 234,850,000 529.940.000 730.557.500 ws.24 107.50 Wl 7891 $1586%
mm;:m "*mm ° o 20.200.628 o o 51766700 ) ° ° 0,00% 0.00%

Jamlak BTO00000 2363.200.07 | aseraaegms | 5304702801 P 2234930422
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Tabel 2.3.6.

Angguran dan Realisasi Pendenaan Pelayanan BEPSDM Heota Bandyg Acch

Rasio antara
Realivasi Anggaran pada | Realisusi dan Rete-rata
Oraian Angs pada Tahun Yahum Anggaran Pertambuhan
Tahun ke~
k) 2021 2022 2021 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi
1 2 3 5 8 ® n 1”2

BELANJA DAERAH
PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAMAN DAERAH 10,602:675,984 11,.725.904.458 64283.249.920 £9,26 o ° °
HABUGPATEN/HOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kineria Pevanshat Bacrah §.000.600 6.250.000 ° 0 0 ° o
ge;mumn Dokumen Perencanaan Perangkat 5.000.000 5.250.000 o o o ° o
:::':hm"‘i Kenangan Peranghat 8.707.897.086 D TBCB05824 | $.687.346.645 65,28 | o ° Py
Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN 8.521.520.545 9.540.694.402 5.269.253.505 61,83 o o
igN' wediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 186.296.591 195.611.422 418.093.140 2442 | © o o
::::hm"'i Kepegawaian Peranghat 90,236,869 94,746,710 2,060,000 2,22 P ° °
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelenal v 43.931.869 46.128.460 o o o o o
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungs 46.305,000 48,620.250 2.000.000 432 o o 0
Administrasi Ymum Peranghat Daerah 485.853.178 5$0:146.860 172,153,836 85,43 © e o
Penyediaan Homponen Instalasi
Listrik/Penesangan Bangunan Karttor 14.132.404 14.839,022 11.065.000 78,30 o) o) o
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Rasio entava
; Realisasi Anggaran Realitasi den Rats-rata
Sreian \nggaran pada ¥ pada Yahun Anpgaran Pertumbukan
Tahun ke~
k) 2022 2022 2021 2022 2021 | 2022 | Anggaran | Reatiasi
1 2 2 B 6 8 9 ) |  F ]

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 107.069.894 112.423.389 51.727.500 - 2000 o (e} 0
mfgf?:?g“ Rapat Koordinasi dan 364.651.875 382,884,469 109.361.336 . 2999 | o o 0
Pengadaan Barang Milik Dacrah " I 32.402.286
Penunjang Brasen Pemerintah Daeral ® ° o d e b
Pengadaan Kendaracn Dinas Operasional atau _
L gan 15.000,000 15.750.000 0 o 0 0 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.859.463 16.652.436 o - o 0
Penpediaan Jasa Penunjang Grusan .
Pemerintahan Dacrah 966,554,930 20148.870,529 BET.191.630 86,98 @ L] @
z;' e stdmfi:" Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 695,362.185 730.130.204 276.544.139 - 3977 | o o o
Penyedicon Jasa Pelayanan Umum Kantor 271,192,748 284.749.235 80.647.500 - 20,74 o 0 ]
Pemeliharaan Parang Milik Dacrah
P jang U Pemerintal D } 315.353.410 332,171,079 64.557.800 20,49 o - -]
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 64.479.713 67.703.608 55.635.800 - 86,28 o 0 O
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.312.563 32.878.191 8.522.000 - 28,49 o] 0 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Hantor dan .
Bangunan L ainnya 220.561.134 231.589.190 o] o O 0 o)
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Rezlisasi Anggaran Reslisasi dan Rate-rate
Uraian Anggaran pada Tahun 1o Tahun An Pertumbnl
Yahun he-

k) a0 2022 01 2022 20 2022 | Anggaran | Reallsasi

| 2 B s & 8 - | n 12
Hepegawaian Daerah 1.829.503.921 1.920.231.716 1.868%.305.000 - n.5mn -] L - ]
Pengadaan, Pemberhentian dan Informaii
Kepes jan ASN 469,562,468 493,035,592 148,.785.000 51,692 -] - -]
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah .
Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 320.291.749 336.312.637 76.835.000 23,99 0 O 0
Perumusan Bahan Kebljokan Pemberhentian PNS 70.805.306 74342572 71.950,000 - 101,62 o] o o
Fosiltasi Lembaga Profesi ASN 47.203.538 49.561.714 (o} - o 0 (o} (o}
Pengelolaan Sistermn Informasi kepegawaian 31.255.875 32.818.669 o] - o] o] o o]
Mubasi dan Promosi ASN 609,428,925 639,500,861 &43.862,500 - 195,65 L4 o 9
Pengelolaan Mutasi ASN 42.71.875 44.857.969 51.125.000 - 19,67 2] 0 0
Pengelolaan Kenaikan Panghkat ASN 23.207.625 24,368.006 53.050.000 - 228,59 o o} 0
Pengelolaan Promosl ASN 543.499.425 570.674.396 539.687.500 - 99,30 ] o o
Pengembangan Hompetenyi ASN 8906,724.415 $20.324.938 592.657.500 - 190,32 9 -] -
Peningkatan Kapasitas Kineria ASN 180.947.813 189.995.203 80.157.500 - 44,30 (o} o 0
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 409.846.602 430.338.932 512.500.000 - 125,05 o 0 0
Penilaian dan Bualumsi Hincria Aparatur 159,030,112 166.981.618 o - [ o ° °
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan .
Tanda Jasa Aparatur 80.674.060 84.707.762 o) () o] O (o)
Pengelolaan Penyelesatan Pelanggaran Disiplin ASN 34.916.175 36.661.984 0 - o e} (o}
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 43.439.878 45.611.872 0 - o} s} 0
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Pengembangan Sumber Days Menusia

945,564,020

B74.5Y75.550

63,80

Pengembangan Kompetensi Tebnis

159.211.875

167.176.944

39:775.000

19,96

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintghan Umum

159.211.375

167.176.944

31.775.000

19996

Pengembangan Hompetensi Manajeriat dan
Fungtional

741.318.049

778.287.106

842.800.550

3,22

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga
Pengembang Kompetersl, Pengelolaan Sumber
Belgjar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggl, Kepemimpinan, dan Prajabatan

741.318.049

T18.387.306

542.800.550

73,22

Jumlah

13.8532,621.829

13.591,.720.224

8,248.100.4%0
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Dari tabel 2.3.a dapat disimpulkan bohwe tahun 2018 s5.d 2020 rasio
antara realisasi don anggaran cendrung baik. Dana yang digunakan untuk
kegiatan Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk meningkatkan kualitas output,
sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa

berjalan dengan baiks,

Faktor-faktor yang mempengaruhi baiknya rasio redlisasi dan

anggaran antara lgin:

1. Program kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai  dengan

kemampuan pembiayaan yang tersedia.

2. Mekanisme penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan prosedur yang

telah ditetaphan.

Dari tabel 2.3.b dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 rasio antara
realisasi dan anggaran cendrung kurang baik. Mal ini ditunjukkan dengan
adanya belanja yang tidak terealisasi tahun berjalan vamg  selanjutnya

menjadi hutang untuk: tahun 2022, penyebabnya antara lain:

1. Rendahnyo Likuiditas Kas Pemerintoh Kota Banda Aceh sehingga

berpengaruh pada proses realisasi kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh.

2. Masih terjadinya pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Keia
Banda Acech

Tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Banda Aceh 4 {empat)
tahun kedepan adaloh:
a. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja

pegawai secara professional;

[1-22



b. Era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti
perubahan;

¢. Adanya pemahaman yang berbeda yang diterima oleh ASN terhadap
aturan-aturan kepegawdian yang berlaku sehingga terjadi perbedaan
dalam pelaksanaan pada masing-masing OPD;

d. Sebahagian besar pejabat struktural pada OPD belum optimal dalam
menerapkan aturan kepegawaian baik dalam bidang administrasi
maupun penegakan disiplin yang sebabkan masih rendohnya komitmen
antara  pimpinan  dengan pegawai dalam pelaksanaan aturan

kepegawaian yang berlaku,

e. Reformasi birokrasi Berkelas dunia sesuai dengan amanat Presiden Joko
Widodo untuk mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia yang agile,

responsive dan tanggap.

Dalam memberikan pelayanan prima kepada aparatur di lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh, BKPSDM Kota Banda Aceh juga memiliki
peluang yang dimanfoatkan untuk menghadapi tantangan ke depan
adalah:

a. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) aparatur vang dapat
dikembangkan dalom penataan personil,

b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar berdisiplin dan professional.

¢. Terbukanya kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kualitas
SDM aparatur.,

d. Terbuka kesempatan bagi aparatur untuk mengembangkan pola karier,

mengikuti pendidikan dan pelatihan.
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e. Terbukanya peluang peningkatan kompetensi berkelas dunia dan
menjadikan ASN  smart siap melayani.
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BAB I
PERMASALAKAN DAN 13U-13U STRATEGIS

BKPIDM KOTA BANDA ACER

BKPSDM Kota Banda Aceh merupakan organisasi perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugos umum pemerintahan di
bidang kepegawaian, pendidikon dan pelatihan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang meliputi perencanaan formasi, persyaratan
pengangkatan, penempatan dan mutasi, pendidikan dan pelatihan, penggajian,
pemberhentian pensiun, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment), Untuk
tercapainya tugas don fungsi tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan
arah kebijokan pembangunan, Strategi berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana
tujuan dan sosaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

3.1 Identifikasi Permasaiaskan Berdaserkan Tugas dan Fungsi
Delapyanan BHPSDM Hote Bande Acch

Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pada
BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana
strategis S(lima) tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa permasclahan
yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga periu
ditindaklanjuti pada Renstra 2023-2026 dalam mendukung program Walikota
Banda Aceh 4(empat) tahun mendatang.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Banda Aceh saat
ini adalah:

Q. Masih ditemukan kasus pelanggaran disiplin  berat vang belum
terselesaikan dalam jongka waktu yang lama yang dilakukan oleh PNS
Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai akibat kurangnya komitmen dari
atasan langsung dalam penegakan disiplin,

b. Pemetaon Kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pemetaan kompetensi sudah dilakukan secara tepat dans sesuai dengan
sistem merit, namun dalam penerapannya ada kebijakan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) yang harus diakomodir.

¢. Kurang optimalnya implementasi perubahan peraturan kepegawaian di
OPD vang disebabkan pemerintah pusat tidak maksimal dalom
memberikan sosialisasi ke Pemerintah Daerah.
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d. Masih adanya PNS yang belum memahami pentingnya updating data
pribadi PNS secara online. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya
kesadaran PNS dalam memperbarui data pribadi yang berdampak
pada pengurusan administrasi kepegawaian yang bersanghutan,

e. Masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan penjenjangan struktural yang diakibatkan adanya rasionalisasi
anggaran,

3.2, Telaahan Rensira Mementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Bivokrasi, Baden Kepegawaian Negara, dan
Renttra Badan Hepegawaian Aceh.

a. Yelaghan Renstra Hemenivian Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Bivohrasi

Dalom  perencanaan  jangka  menengah, Kementerion
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-
RB) memiiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu
“Mewujudkan Aparatur Negara vang Profesional dan Berintegritas Tinggi
untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan
kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan
wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong

". Yang mana uisi ini mencerminkan cita-cita don harapan
Kementerian PAN-RB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di
lingkungan instansi pemerintah pusat don daerah memiliki kepribadian
yang bersih dalam melahsanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki
kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam
menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PAN-RB
telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus
diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping,
Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik ~ digital bureaucracy

2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan
Berwawasan Glohal.

3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang
Transparan dan Akuntabel.
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4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan
Berintegritas.

5.  Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani.
Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Kementerian PANRB menjabarkan 2 (dua) tujuan ke dalam
beberapa sasaran strategis, masing-masing memiliki 6 (enam) dan 4
(empat) sasaran strategis. Sasaran Strategis tersebut kemudian dilenghapi
dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PANRB vang
mengindikasikan keberhasilon pencapaian Sasaran Strategis Kementerian
PANRB. Sasaran strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran
BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu: * Terwujudnya ASN yang
profesienal, berintegritas, dan sejahtera® Yang dimaksud dengan
terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu
menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya
dalam pelaksanaan pekerjoan atau profesinya, memegang nilai dasar,
kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk
mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan
tingkat kesejohteraan yang cukup yang tidak hanya berupa hompensasi
material namun juga non material, Untuk mengukur keberhasilan sasaran
strategis ini akan dilihat dari:

a. Indeks Sistem Merit
b. Indeks Profesionalitas ASN

Dari hasil telachan Visi Kementerian PAN-RB, dapat dikatakan
bahwa tujuan BKPSDM Kota Banda Aceh telah sejalan dengan visi institusi
pusat tersebut,

B, Telaahan Renstra Badan Hepegawaian Negara

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi
BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8
(delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif. dan
Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 {empat)
yaitu “Penyederhanaan Birokrasi® dan Agenda pembangunan nomor 7
(tujuh) yaitu “Memperhuat stobilitas Polhukam dan  Transformasi
Pelayanan Publik” dengan "Mewajudian Pengelola AN yangy
DProfesional dan Becintegritas untulr mendubung Sercopainga
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indoncsia Maju yang berdauiai, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong soyeny’.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas,
fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang
undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi
Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur
sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN,
serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit,
maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara
yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,

4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Manajemen ASN

5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim mandajemen internal
BKN

Sasaran strategis Badan Kepegawaion Negara merupakan kondisi
yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaion Negara sebagai
suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam
penyusunannya, Badan Kepegawdian Negara menjobarkan 5 (lima)
Tujuan yakni 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen
ASN Yang Berkualitas, 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Berkudlitas Prima 3) Mewujudkan Peningkatan Kudlitas Database Dan
Sistem Informasi ASN (SI — ASN), 4) Mewujudkan Pengawasan Dan
Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, 5) Mewujudkan Tata
Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel, Dalam
menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode
Balanced Scorecard (BSC) vang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni
stakeholders prespective, customer prespective, intermal process perspective,
dan learning and growth perspec

Berikut adalah prioritas regulasi yang harus dilengkapi selama tahun
2020-2024 yong menjadi tanggung jawab dan kewenangan BKN di
bidang Manajemen ASN:

. Revisi atas Peraturan Presiden yang mengatur fungsi, tugas dan
kewenangan BKN: urgensi revisi didasarkan atas penyesudian
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mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan BKN
vang didasarkan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.
Sebetumnya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerio Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58
Tahun 2013 mengenai BKN yang berkedudukan di bawah dan
bertonggung jowab langsung kepada Presiden. Peraturan tersebut
diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tota Kerja BKN, yvang mana nomenklatur dan tugas
fungsi organisasi telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor S
Tahun 2014,

2. Sampai dengan saat ini Peraturan Perundang-undangan yang
merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
terkait Pembinaan Penyelenggaraan Mandgjemen ASN  belum
ditetapkan, Apabila peraturan perundang-undangan tersebut
ditetapkan maka akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala
BKN vang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Manajemen ASN yang menjadi kewenangan Kepala BKN.

3. Peraturon Kepala BKN tentang Penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) Teknis Pelaksanaan Kebijakan
Manajemen ASN; kerangka regulesi tersebut diperiukan karena (i)
terhait dengan tugas BKN dalom melakukan penyusunan NSPK
teknis pelaksanaan kebijakan Mongjemen ASN, dan (2) sebagai
turunan atau operasionalisasi dari Kebijakan Manajemen ASN.

Substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur melalui
Peraturan Kepala Badan Kepegawdian Negara (Perban BKN) tahun
2020-2024 yaitu:

1. Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS;

2. Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun;

2. Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi;

3. Sistem Informasi ASN;

4. Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen
ASN;
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5. Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi
Jabatan;

6. Penerapan integritas dan moralitas dalom pengembangan karier
PNS,

Dasi hasil telachan Visi Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas,
dapat dikatakon bohwa tujuan BKPSDM Kota Banda Aceh adatah
Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional
telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut. Mewujudkan Tata Kelola
Kepegawdaion dan SDM ASN yang Profesional,

¢ Telaaghan Reasira Badan Kepegawaian Acrh

Pembangunan  sumberdaya mamsia  akan  menghasilkan
sumberdaya manusiac yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus
Aceh yang memiliki akhlaok mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia
internasional. Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap
ini diarahkan pada pembudatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang
dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan e-
government sebagai sarana peningkatan layanan publik. Badan
Kepegawaian Aceh menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai
dalam 4 (empat) tahun ke depan (2023-2026), sebagai berikut;

1. Mewujudhkan sistem merit dalam manajemen ASN;

2. Meninghathkan kinerja dan Kesejahteraan ASN:

3. Mewujudkan ASN Pemerintah Aceh yang disiplin dan netral dalom
mendukung reformasi  birokrasi guno  perbaikan  tata  kelola
pemerintabh;

4. Mewujudhan kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengelolaan
informasi dan database kepegawaian;

Dengan ditetapkannya tujuan, maka BKA perlu menetapkan
sasaran yang ingin dicapai karena sasaran adalah penjabaran dari tujuan,
yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan ofeh suatu organisasi
atau instansi pemerintab dalam jangka waktu tohunan, semesteran,
triwulanan atau bulanan. Sasaran Badan Kepegowaian Aceh dirumuskan
sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Merit dalom manajemen ASN, dengan
menggunakan indikator:
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a. Indeks sistem merit
b. Indeks profesionatisme ASN
¢. Indeks ASN Pemerintah Aceh yang lulus uji kompetensi

2. Meningkatkan kinerja dan Kesejahteraan ASN, dengan menggunakan
indikator:
a. Indehs tingkat capaian kinerja individu
b. Indeks pemberian penghargaan bagi ASN
¢. Indeks pelayanan konsultasi bagi ASN

3. Mewujudkan ASN Pemerintah Aceh yang disiplin dan netral dalam
mendubung reformasi birokrasi guna perbaikan tata kelola pemerintah
dengan menggunakan indikator:
a. Indeks kasus keterlibatan ASN dalam pelanggaran disiplin/tindak

pidana

4. Mewujudkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengelolaan
informasi dan database kepegawaian, dengan menggunakan indikator:
a. Indeks kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
b. Indeks pengelolaan informasi dan database kepegawaian

3.3. Penentuan Itu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan saloh satu bagian terpenting
dokumen Rerstra BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu untuk menuju tata kelola
pemerintahan yang baik.

Penydjian isu-isu strategis meliputi permasalahan yang harus ditangani
secara berkesinambungan, lsu-isu strotegis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun
2023-2026 adalah:

a. Belum Terbangunnya budays kerja (produktif) aparatur. Hal tersebut
disebabkan masih adanya pimpinan yang belum mampu menciptakan
budaya kerja yang baik (esuai visi, misi, dan tujuan OPD),
mengamalkannya, dan mensosialisasikannya, sebagai pendorong kinerja
orang-orang yang dipimpinnya.

b. Proses inpassing dan penyetaraan jebatan struktural ke jobatan fungsional
serta  kesetaraan tunjongan jobatan  struktural dan  fungsional
memerlukan waktu yang lama,

¢. Perubahan kebijokan pemerintah terhadap perekrutan tenaga kontrak
belum sesuai dengan manajemen PPPK,
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d. Belum Optimalnya pengelolaan data PNS melalui MySAPK untuk
memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(S5PBE) yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2018,
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tojuan dan Sasaran Jangha Menengah BKPSDM Heta Banda Acch

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPD periu ditetapkan tujuan dan
sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan,
Tujuan ini dirumuskan untuk memberikon arah dolom setiap penyusunan
pregram/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh.
Adapun tujuan dari BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu Mewujudkan Tata Kelola
Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik
dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu
tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan, Adapun
sasaran dari BKPSDM Kota Banda Aceh adaloh Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh, dapat
dilihat pada tabe! berikut:
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Tujuan dan $asaran Jangha Menengah Pelayanan BKPSDM Keta Banda Aceh

Tabel 4.1,

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN
_ Hondisi Hondisi
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN :
'“ L Awal 2023 2024 2025 2026 Akhir
(2022) (2026)
1 2 3 4 5 & 7 8
Tujuan:
Mewujudkan Tata Kelola .
Kensgawaian den SOM Indeks Profesional ASN (IP-JASN) 54,89 | 55 56 57 58 58
ASN vang Profesional I
Sasaran: o ]
Terwujudnya Indeks kepuasan ASN Kota
Peningkatan Kualitas 1.1 Banda Ace.:h SR g SN S 75 77 78 79 80 80
Administrasi Kepegawaian dan
Kepegawaian dan .-' pengembangan kompetensi
Kompetensi SDM ASN r A N o
Persentase ASN yang mengikuti ‘ y ,
1.2 pendidikan dan/atau pelatihan 4,23% 31,97% 32,10% 32,30% 32,80% 32,80%
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Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa:
t. indeks Profesional ASN (IP-)ASN)

Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk
mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi
kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Melaksanakan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018
tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan
dengan PERKA BKN Nomor 8 Tahun 2019, hkategori tingkat
Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91— 100

- Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81—-90

~ Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80

- Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70: dan

- Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah

Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformast dan Birokrasi, sedangkan tata cara don pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap
tahun dimana tahap pelaksanaan dilakukon melalui penginputan
data pada aplikasi Pengukuran indeks Profesionalitas ASN yang telah
disediakan,

tle indeks hepuastan ASN Hota Banda Acch terkadap

Pelayanan Kepegawaian dam pengembangan
hompetonsl

Sesuali dengan Peroturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Penyusunan  Survei Kepuasan Masyarakat Unit  Penyelenggara
Pelayanan Publik, nilai mutu pelayanan yaitu:

- Nilai 25,00 - 64,99 kategori D (Tidak Baik)
- Nilai 65,00 - 76,60 kategori C (Kurang Baik)
= Nilai 65,00 - 76,60 kategori C (Kurang Baik)
= Nilai 76,61 — 88,30 kategori B (Baik)

- Nilai 88,31 - 100,00 kategori A (Sangat Baik)

Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh ASN
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui kuisioner yang dibagikan per
responnden dan per unsur pelayanan pada saat pelaksanaan
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pelayanan kepegawaian di BKPSDM Kota Banda Aceh. Jangka waktu
penilaian dilakukan 2 kali dalam setahun, yang laporan hasit SKM abkan
dipublikasikan kepada masyarakat.

1.2, Persentase ASN gang mengikuti pendidikan dan/atau
pelatihan

Sesuai dengan PERKA LAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pendidikan yang
dimaksud mencakup diploma  S1/52/53. Hasil yang diharapkan
pemenuhon kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuat dengan
Standor Kompetensi Jabatan, pengembangan karier, dan persyaratan
Jabatan atau persyaratan untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi.
Sedangkan pelatihan mencakup Slasikal yaitu pelatihan struktural
kepemimpinan, pelatihan mandgjerial, pelatihan teknis, pelatihan
fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/ sarasehan,
workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi, don mes

Blagifral yaitu coaching, outbond, benchmarking, mentoring, e

learning. Untuk indikator ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau

pelatihan mencakup ASN Pemerintah Kota Banda Aceh. Rumusan

untuk indikator ini yaitu:

= Jurmloh ASN yvang mengikuti Pendidikan dan/atau pelatifian X 100%
Jumloh ASN
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BAB V
STRATEG] DAN ARAM NEBEIJANAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah don tujuan pengembangan
dan peningkatan Rinerja. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada
horidor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh
aparatur maupun masyarahat.

Arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati
pihak-pihak terkait don ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman atau petunjuk dalom pelaksanaan Program/Kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan kesesuaian dalan perwujudan tujuan dan saran,
Arah Kebiiakan yang telah dirumuskan agar dapat menjadi catatan dan menjadi
petunjuk bogi seluruh jajaran dilingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam melaksanakan
tugasnya,

Oleh karena itu rumusan pemyataan strategi dan arah kebijakan dalom 4
(empat) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:



Tabel 5.1

Tujuan, $astarvon, Strakeyi, dan Hebijakan

Tujuan fasaran Strateai Arah Kebijakan
RPD
Mengoptimalkan | Optimainya | Optimalisasi Optimalisasi Reformasi
Reformasi Reformasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Birokrasi dan Birokrasi dan | Birokrasi dan Tata | Pemerintah
Tata Kelola Tata Kelola Kelola Pemerintah
Pemerintah Pemerintah
oPD
Mewujudhan Terwujudnya
Tata Kelola Peninghatan
Kepegawdian Kualitas ¢ Penyusunan
dan SDM ASN Administrasi perencanadan pegawai
yang Profesional | Kepegawaian selama 5 tahun
dan
Kompetensi © Updating data
SDM ASN kepegawaian melalui
Simpeg dan MySAPK
¢ Penempatan ASN
Penataan Jumiah sesuai dengan Analisis

dan Distribusi PNS
sesuai

Kualifikasi, Kompe
tensi dan Kinerja

labatan dan analisis
beban kerja

+ Mengoptimalkan
assesrment bagi Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratoma, administrator

o Pemberian Reward dan
Punishment bagi ASN

o Pembinaan kasus-fasus
disiplin

Peninghatan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur

» Capacity Building
melalui Pendidikan dan
pelatihan

¢ Pengelolaan kebutuhan
talenta yang
diwujudkan dalam
bentuk talent pool

o Pelaksanaan diklat
fungsional, manajeriaf
dan struktural
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BAB Vi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEZNDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan don dijabarkan dalam
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur,

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu otau
beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaion sasaran terukur pada suotu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran (owtput)
dalam bentuk barangfjasa.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BKPSDM Keota Banda
Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya Sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahkhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh

dari Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini:
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NINERJA PENVELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD serta, telah

disusun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai 4 (empat) tahun 2023-2026 mendatang dengan mengoptimalkan semua
sumber daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Banda Aceh

Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota
Banda Aceh
Kondisi
Kinecrja Kondisi
pada Target Capaian Setiap Tahun | Kinerja
. awal pada
Indikator periode ahhir
RP)MD periode
(Yahun | 2023 | 2024 | 2028 | 2026 RPD
2022)
2 3 4 3 6 7 -
Indeks kepuasan ASN
Kota Banda Aceh
'lzﬂl:“d"p '?:m:m 75 7 78 79 80 80
pengembangan
kompetensi
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Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan
dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada BKPSDM
Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra BKPSDM Kota
Banda Aceh Tahun 2023-2026 menyajikan agenda utama perencanaan
pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang
belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan
lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 4 (empat) tahun
berikutnya. Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026
dilskukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas don
konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan

dicapai pada Tahun 2023-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Remstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun
2023-2026 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan,
sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur
pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
Renstra ini setiap tahun, maka akan dilaksanakan evaluasi, Apabila diperlukan,
dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra BKPSDM Kota Banda
Aceh Tahun 2023-2026 termasuk indikator-indikator kinejanya yang
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah

tujuan pada Renstra ini.
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